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Kegiatan perdagangan internasiona yang timbul akibat adanya globalisas tidak hanya bermanfaat untuk
memenuhi kebutuhan negara namunnya juga berdampak pada timbulnya sengketa ketika terjadi benturan
kepentingan antara negara yang melakukan hubungan perdagangan. Untuk itu World Trade Organization
(WTO) telah mengakomodasi dalam hal terjadinya sengketa perdagangan internasional melalui mekanisme
penyelesaian sengketa yang diatur dalam Understanding On Rules And Procedures Governing The
Settlement Of Disputes (DSU). Salah satu ketentuan mengenai mekanisme penyel esaian sengketa yang
diatur dalam DSU adalah mengenai retaliasi. Retalias yang secara khusus diatur dalam Pasal 22 DSU
adalah hak bagi negara yang dimenangkan oleh putusan Panel Dispute Settlement Body (DSB) untuk

mel akukan tindakan bal asan terhadap negara yang dinyatakan kalah oleh putusan Panel DSB dalam hal
tidak adanyaimplementasi putusan Panel DSB dalam jangka waktu yang wajar. Terdapat beberapa
pandangan negetif terhadap ketentuan retaliasi, salah satunya mengenai ketidakefektivitasan retaliasi apabila
dilaksanakan oleh negara berkembang dan negara terbelakang yang bersengketa melawan negara maju.
Namun dalam praktiknya, terdapat negara berkembang yang berhasil melaksanakan retaliasi terhadap negara
berkembang, yaitu dalam kasus Byrd Amendment. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang
tergolong negara berkembang juga pernah terlibat sengketa perdagangan internasional dengan negara maju,
yaitu Korea Selatan dalam kasus tuduhan dumping terhadap produk kertas Indonesia (Kasus DS312). Panel
DSB dalam putusannya memenangkan Indonesia dan oleh karenaitu Korea Selatan harus menyesuaikan
ketentuan anti dumping dengan Anti Dumping Agreement (ADA). Terhadap putusan Panel DSB tersebut,
Korea Selatan tidak melaksanakannya sampai jangka waktu yang wajar. Dari kasus di atas, skripsi ini akan
menganalisis mengenai legalitas Indonesia berkaitan dengan hak retaliasi yang diatur dalam Pasal 22 DSU
serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil Indonesia dalam hal tidak dilaksanakannyaretaliasi dalam
Kasus DS312.

<hr><i>International trade arising from globalization is not is beneficial only to fulfill needs of the country
but also have an impact on the possibility of disputes when thereis a conflict of interest between countries
that conduct trading activities. Hence the World Trade Organization (WTO) has been accommodating in
terms of international trade disputes through the dispute settlement mechanism set out in the Understanding
On Rules And Procedures Governing the Settlement Of Disputes (DSU). One of the provisions on dispute
settlement mechanism set out in the DSU is about retaliation. Retaliation which specifically provided for in
Article 22 DSU isright for the country, which was won by decision of the Dispute Settlement Panel Body
(DSB) to retaliate against countries that lost by decision of the DSB panel in the absence of implementation
of the DSB panel decision in areasonable time period . There are some negative opinions against retaliation
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provisions, one of the less effectiveness of retaliation if implemented by developing countries and |east
developed countries in the dispute against developed countries. However, in practice, there is a developing
country that successfully implement retaliation against developing countries, ie in the case of the Byrd
Amendment. Indonesia as one of the WTO member countries classified as the developing countries has also
been involved in international trade disputes with developed countries, ie South Koreain case of dumping
charges against Indonesian paper products (Case DS312). DSB panel in its decision won Indonesia and
therefore South Korea should adjust the anti-dumping provisions of the Anti-Dumping Agreement (ADA).
In practice, South Korea did not implement the decision of the DSB panel until areasonable time period.
From the above case, this thesis will analyze the legality of Indonesiawith regard to the rights of retaliation
under Article 22 DSU and the considerations taken by Indonesiain terms of non-performance of retaliation
in case DS312.</i>



